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BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM,
HUKUM POSITIF DAN KETETNTUAN UNDANG-UNDANG POKOK

AGRARIA TENTANG JUAL BELI TANAH

A. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM
1. Definisi Jual Beli
Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual,
yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak
yang membayar harga yang dijual.”® Sedangkan pengertian jual beli
menurut istilah, para ulama berbeda pendapat, Al-Sayyid Sabiq
mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah yakni : “Tukar
menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan
atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain)
sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara'.””’
Maksudnya bahwa melepaskan harta dengan mendapat harta
lain berdasarkan kerelaan, atau memindahkan milik dengan
mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara rela sama rela. Imam

Taqgiyudin mengatakan bahwa pengertian jual beli ialah: “Tukar

menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan

*peter Salim dan Yunny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Yogyakarta:
Modern English Press, 1991), 626.
* Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (FS.III), 198.
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dengan menggunakan ijab dan gabul menurut jalan yang diizinkan
oleh syara'.”®

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat
dimanfaatkan sesuai dengan syara’ dan harus disertai dengan adanya
ijab dan gabul. Hasbi al Shiddieqy mengatakan bahwa jual (menjual
sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan
menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak
penjual dan pihak pembeli.”

Dari beberapa defenisi di atas, Abdul Mujib merumuskan

(13

defenisi al-bai” sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan
kepemilikan suatu barang dengan harta atau atas saling ridha, atau
ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti bederma, atau
menukarkan harta dengan harta bukan atas dasar tabarru’.’° Dengan
memahamibeberapa arti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual
beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.

2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu

berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan. *'

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling

rela itu dapat dikatakan jual beli dalam bentuk barter (dalam pasar

*Imam Taqiyudin, Kifiyah al-Akhyar, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 239.

*Hasbi al-Siddieqy, Hukum-hukum Figh Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putera,1997), 336.
**M. Abdul Mujib dkk, Kamus Istilah Figh,(Jakarta: Pustaka Firdaus, cet 2, 1994), 34.
*!Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 33.
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tradisional), sedangkan dalam cara yang kedua, berarti barang tersebut
dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang
dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau
harta tersebut diperuntukkan dengan alat pembayaran yang sah dan
diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.’>
Dengan melaksanakan transaksi jual beli ini, manusia
mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang
teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup
bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan,
sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk
memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan
perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat
orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia
sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan yang
terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridha Allah agar
jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah
setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan

syari’at Islam dalam segala usahanya.

2 1bid., 34.
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2. Landasan Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli
a. Landasan Hukum Jual Beli

Dalam AlQur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman

Ul a3as el & Jalg

Artinya:
Dan Allah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan riba”
b. Rukum JualBeli

Jual beli memiliki 3 (tiga) rukun:

1. Al- Aqgid (orang yang melakukan transaksi/penjual dan

pembeli),
2. AI-AgdU (transaksi),
3. Al-Ma’q Ud ‘Alaihi (objek transaksi mencakup barang dan

uang).

4. Adanya sighat Aqad (ijab-gabUil)’*

c. Syarat Jual Beli
Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat:
1. Al- Agqgid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang
merdeka, berakal (tidak gila), dan baligh atau mumayyiz
(sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti

hitungan harga)®. Demikian pula orang gila dan anak kecil

 Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 47.
** Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001), 76
35 .

Ibid., 76.
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(belum baligh) tidak sah jual-belinya, berdasarkan firman

Allah:
r@L.J\ 1523306 113 v*@-“ (,M g; S 16215 \:\ u\ ‘}123‘3
,}/ \/ o/T
Artinya:

“Dan wjilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah
cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada
mereka harta-hartanya”. (QS. An-Nisaa’: 6).%°

2. Al- Aqid Penjual dan pembeli harus saling ridha dan tidak ada
unsur keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak
diungkapkan®”.

Allah berfirman:

52 51 5,88 3y b, o8 St B v T i g

2

B ol

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu”. (Q.S. An-Nisaa’: 29).7°

Rasulullah SAW bersabda:

**Departemen Agama RI, a/- Quran dan Tarjamahanya, 77.

7 Ibid., 77.
** Departemen Agama RI, a/- Quran dan Tarjamahanya, 83.
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P e A Gl

Artinya :

Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.”
(HR. Ibnu Majah).”

Maka tidak sah jual-beli orang yang dipaksa. Akan tetapi di
sana ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa
menjual harta miliknya, seperti bila seseorang memiliki
hutang kepada pihak lain dan sengaja tidak mau
membayarnya, maka pihak yang berwenang boleh memaksa
orang tersebut untuk menjual hartanya, lalu membayarkan
hutangnya, bila dia tetap tidak mau menjualnya maka dia
boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang agar
menyelesaikan  kasusnya atau memberikan hukuman
kepadanya (bisa dengan penjara atau selainnya).

Al-Ma’q Ud ‘Alaihi ( objek transaksi mencakup barang dan
uang ). Islam melarang bentuk jual beli yan mengandung
tindak bahaya bagi yang lain semacam jika BBM naik,
sebagian pedagang menimbun barang sehingga membuat
warga sulit mencari minyak dan hanya bisa diperoleh dengan
harga yang relatif mahal*’. Begitu pula segala bentuk penipuan

dan pengelabuan dalam jual beli menjadikannya terlarang. Saat

ini kita akan melihat bahasan sebagai tindak lanjut dari tulisan

39Muhmama(i bin Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwaniy disebut Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz
II, (Bairut: Dar al-fikr, t.t.), 737 no. 2185.

0 Ibid., 78.
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sebelumnya mengenai bentuk jual beli yang terlarang. Sebagai
agama yang lengkap telah memberikan petunjuk lengkap
tentang perdagangan, termasuk didalamnya barang-barang
yang tidak boleh diperjualbelikan. Sebagai pengusaha
muslimsudah sepantasnya kita mempelajari masalah ini agar
terhindar dari perniagaan yang haram dan tidak di ridhoi Allah

Al-Ma’qud ‘Alaihi memiliki beberapa syarat:

a. Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang
dibenarkan syariat. Oleh karena itu tidak halal uang hasil
penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman
keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi,
anjing dan patung.Termasuk dalam barang-barang yang
mendapatkannya dengan cara yang haram seperti dari hasil
mencuri baik mencuri dengan sembunyi-sembunyi maupun
secara paksa (aniaya). Maka wuvang hasil keuntungan
menjual barang ini tidak halal dan tentunya tidak berkah*'.

b. Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya®,

Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab:

F
=
a;
>

* Ghufron A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.

1,2002), 123.
* Ibid.,
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Artinya

Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki! (HR.
Abu Daud).”’

kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah
barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan
serah-terima, diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia
bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang
seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu
barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di
tokonya, kemudian dia mengambil uang orang tersebut dan
membeli barang yang diinginkan dari toko lain.

c. Barang dan uang diketahui dengan jelas dan tidak boleh
ada gharar (ketidak jelasan) dari sini, tidak boleh membeli
barang yang tidak bisa dilihat atau tidak diketahui, seperti
membeli janin yang masih dalam kandungan, atau membeli
susu yang masih dalam kambingnya44. Dalam hadits juga di

jelaskan fan mencontohkan jual beli ghoror Dari Abu Sa’id,

ia berkata,

J el w38 490 £b s sl 2 B 0 s U
g))}?’.“ C,,J.j i.:&swa\jc Z’WS)\.U‘”\ &fa gsé"/j cg\:ji Jjé;:;; cﬁbilg.}g :)/T "_}::; c‘_).;,-jj\
o) By

Artinya:
“Rasulullah  SAW melarang dari munabadzah, yaitu
seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan

3 Abii Da’iid Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Sijistani, Sunan Abu Daud, juz1I, (Bairut: Dar al-fikr,
t.t.), 305 no.3503.
* Ibid.,


http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Ab%C5%AB%20D%C4%81%CA%BE%C5%ABd%20Sulaym%C4%81n%20ibn%20al-Ash%CA%BBath%20al-Sijist%C4%81n%C4%AB,%20817%20or%2018-889.%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Ab%C5%AB%20D%C4%81%CA%BE%C5%ABd%20Sulaym%C4%81n%20ibn%20al-Ash%CA%BBath%20al-Sijist%C4%81n%C4%AB,%20817%20or%2018-889.%22&type=author&inst=
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itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau
tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau
melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh
itulah yang dibeli tanpa melihat keadaaannya” (HR.
Bukhari)®

4. Al-AqdU (transaksi/ ijab-qabUl) dari penjual dan pembeli

ijab (penawaran) yaitu si penjual mengatakan, “saya jual

barang indengan harga sekian”. gabUl (penerimaan) yaitu si

pembeli mengatakan, “saya terima atau saya beli”.** Dalam
hal ini ada dua pendapat:

a. Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi’i mensyaratkan
mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-
beli, maka tidak sah jual-beli yang dilakukan tanpa
mengucapkan lafaz “saya jual... dan saya beli...”. *’

b. Tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam
setiap bentuk jual-beli. Bahkan imam Nawawi -pemuka
ulama dalam mazhab Syafi’i- melemahkan pendapat
pertama dan memilih pendapat yang tidak mensyaratkan
ijab-qabul dalam aqad jual beli yang merupakan mazhab
maliki dan hanbali.**

Dalil pendapat kedua sangat kuat, karena Allah dalam surat

An-Nisa’ hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli

> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, juz 11, (Bairut: Dar al-fikr, t.t.),no. 2144.
*® Ghufron A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.
1,2002), 91.

47 Zainuddin al- Malibary, Raudhatuthalibin, juz I11,(Bairut: Dar al-fikr, t.t.), 5

® Ibid.,


http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Ab%C5%AB%20D%C4%81%CA%BE%C5%ABd%20Sulaym%C4%81n%20ibn%20al-Ash%CA%BBath%20al-Sijist%C4%81n%C4%AB,%20817%20or%2018-889.%22&type=author&inst=
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dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz jjab-gabUl dan saling
ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana diketahui dengan lafaz
ijab-qabul juga dapat diketahui dengan adanya qarinah (perbuatan
seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada
ucapan apa-apa dari kedua belah pihak), dan tidak ada riwayat dari
nabi atau para sahabat yang menjelaskan lafaz ijab-qabul, andaikan
lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan. *°

Imam Baijuri seorang ulama dalam mazhab Syafi’i- berkata,
“mengikuti pendapat yang mengatakan lafaz ijab-qabul tidak wajib
sangat baik, agar tidak berdosa orang yang tidak mengucapkannya...
malah orang yang mengucapkan lafaz ijab-qabul saat berjual beli akan
ditertawakan...”™

Dengan demikian boleh membeli barang dengan meletakkan
uang pada mesin lalu barangnya keluar dan diambil atau mengambil

barang dari rak di super market dan membayar di kasir tanpa ada lafaz

ijab-qabul.

3. Macam-Macam Jual Beli
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi
hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut
hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi

pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual

“Imam Taqiyuddinm, Kifayatul akhyar, hal.283, Al Mumti’ 8/106.
*Ibrahim al- Baijury, Hasyiyah Ibnu Qasim, Juz 1, (Bairut: Dar al-fikr, t.t.), 507.
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beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli

dibagi menjadi tiga bentuk’'.

o (50 so ww t . ed o, 04 So.. w” s oo mo BL\JR A ossl
Tl 2 a1 U 3 2 30 56 e ATs sl LS e a0 e 3

"Artinya:

Jual beli itu ada tiga macam: 1. jual beli benda yang kelihatan, 2. jual
beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3. jual beli benda
yang tidak ada."

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan
akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan
penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan
boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Sedangkan jual beli
yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam
(pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual
beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti
meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga
tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-
barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga
yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat

tambahannya seperti berikut ini’*:

*! Imam Taqiyudin, Kifiyah al-Akhyar, 284.
> Hendi Suhendi, Figih Mu’amalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet. I, 2005), 75-76
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a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang
mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat
ditakar, ditimbang, maupun diukur.

b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa
mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya
benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides
nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis
kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal
oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas
barang tersebut.

c. Barang yang akan diserahkan hendaknya baranag-barang yang
biasa didapatkan di pasar.

d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah
jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak
tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut
diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat
menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan
dan menghancurkan harta benda seseorang tidak dperbolehkan,
seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa
penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya yang berada di
dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan

gharar.
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Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi
menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan
perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad
yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti
dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam
menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah
maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan
pernyataan.”

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal
dengan istilah mu’athah yaitu mengambil dan memberikan barang
tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah
bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian
diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara
demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan
pembeli, menurut sebagian Syafi’iyah tentu hal ini dilarang sebab
ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi’iyah lainnya,
seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan
sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul
terlebih dahulu.

Selain pembelian diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan
dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada

pula yang terlarang tetapi sah.

3 Ibid., 76-78
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Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai
berikut:

a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang
terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang
salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu
pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan
ajaran islam).

c. Jual beli yang sah tapi terlarang ( fasid ). Jual beli ini hukumnya
sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam

karena sebab-sebab lain.>*

B. JUAL BELI DALAM HUKUM POSITIF DAN UNDANG-UNDAG
POKOK AGRARIA
1. Definisidan Landasan Hukum Jual Beli
Dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dari
waktu ke waktu dan berbagai macam bentuk hubungan antar manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidup beraneka ragam, salah satunya
adalah perbuatan jual beli. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang

paling banyak berlangsung di masyarakat. Jual beli dalam pengertian

** Wildani S. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Serta Jual Beli
Yang Dilarang Dalam Islam, Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru, 2013.
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sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang
menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki. >

Pengertian jual beli tanah dalam UUPA memang tidak
didefinisikan secara jelas, hanya dalam beberapa pasal menegaskan
bahwa hak atas tanah itu dapat beralih dan diperalihkan. Dalam
ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA hanya dijelaskan bahwa Hak milik
dapat beralih dan diperalihkan kepada pihak lain. Pemaknaan beralih
dalam hal ini antara lain melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar
menukar, penyerahan secara sukarela dan lainnya.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah
suatu perjanjian, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain
(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah
uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Sebagaimana
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :
“jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaaan dan pihak
yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan.”’

Dijelaskan juga dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, dimana bunyinya : “jual beli itu dianggap telah

*Nur Susanti. Praktek Jual Beli Tanah Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan Bae
Kabupaten, TesisProgram Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas
Diponegoro Semarang, 2008), 31.

*Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011), 77.

*’R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pratnya
Paramita, Cet. 37, 2006), 366.
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terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang
telah mencapai kata sepakat tentang kebendaaan tersebut dan
harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun
harganya belum dibayar.” *®

Dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas
jelas bahwa dengan adanya jual beli hak atas tanah belum berpindah,
berpindahnya setelah adanya balik nama. Dengan memperhatikan
rumusan yang terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan
suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan
untuk memberikan sesuatu.

Dengan ketentuan yang demikian jual beli dianggap telah
terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata
sepakat mengenai benda yang dijual belikan, demikian harganya,
sekalipun benda yang menjadi obyek jual beli belum diserahkan dan
harganya belum dibayar. Hak milik atas tanah yang menjadi obyek
jual beli baru dapat beralih kepada pembeli sebagai pemilik tanah
yang baru jika dilakukan penyerahan yuridis yang wajib
diselenggarakan dengan pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah yang kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa jual beli adalah

suatu persetujuan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai

8 1bid.,



38

suatu barang dan harga, karena tanpa barang yang dijual dan tanpa
harga yang disetujui antara kedua belah pihak, maka tidak mungkin
ada perbuatan hukum jual beli. Dengan dilakukannya jual beli tanah
tersebut, maka hak milik atas tanah beralih kepada pembeli dan sejak
saat itu menurut Hukum Adat pembeli telah menjadi pemiliknya yang
baru. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum
yang dilakukan oleh pemilik tanah kepada orang lain yang berakibat
beralihnya hak dan kewajiban atas tanah tersebut.

Dalam perjanjian jual beli tanah, yang menjadi persoalan
penting ialah saat kapan beralihnya hak atas tanah yang dijual
tersebut. Oleh  karena  Undang-Undang  Agraria Nasional
mempergunakan Hukum Adat sebagai sumber hukumnya, maka
beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli ialah ketika
dilakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
untuk di buatkan Akta Jual Beli dan kemudian didaftarkan ke Badan
Pertanahn Nasional setempat.

Dalam upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum
dalam perjanjian jual beli tanah, maka dalam ketentuan Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah menegaskan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat
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didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.

Kemudian Pasal 38 menjelaskan bahwa “Pembuatan akta
dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam
perbuatan hukum itu”.

Syarat dan Prosedur Jual beli

Syarat dan prosedur jual beli tanah yang sudah terdaftar
(bersertipikat) dimulaidengan datang menghadapnya para pihak baik
penjual maupun pembeli ke hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan menyatakan maksudnya untuk mengadakan jual beli tanah.
Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dengan teliti memastikan bahwa :
a. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.

Dalambhal ini tentunya ia sebagai pemegang yang sah dari hak atas
tanah tersebut yang disebut pemilik.

b. Dalam hal penjual sudah berkeluarga dan ada persekutuan harta,
makasuami istri harus hadir dan bertindak sebagai penjual;
seandainya suami atau istri tidak dapat hadir, maka harus dibuat
surat bukti secara tertulis dan sah yang menyatakan bahwa suami

atau istri menyetujui penjualan tanah tersebut. Dalam hal penjual
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berada di bawah perwalian atau pengampuan maka yang bertindak
sebagai penjual adalah wali atau pengampunya.

c. Bila jual beli tersebut menggunakan kuasa menjual, maka Pejabat
Pembuat Akta Tanah harus memastikan bahwa orang yang hadir di
hadapannya adalah memang benar kuasa si penjual dan berwenang
untuk melakukan seluruh prestasi dan menerima seluruh kontra
prestasi dalam jual belitanah tersebut.

d. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas
tanah yangdibelinya. Hal ini tergantng pada subyek hukum dan
obyek hukumnya.Subyek hukum adalah status hukum orang yang
akan membelinya, sedangkan obyek hukum adalah hak apa yang
ada pada tanahnya. Misalnya, menurut Undang-Undang Pokok
Agraria, yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah Warga
Negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum yang
ditetapkan oleh pemerintah.”

e. Tanah yang menjadi obyek jual beli adalah tanah yang boleh
diperjualbelikan atau tidak dalam sengketa. Adapun jenis hak atas
tanah yang dapat diperjualbelikan adalah tanah Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah meminta sertipikat

hak atastanah yang akan dijualbelikan, bukti identitas dan berkas

** Indonesia Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegara Nomor 2043, Pasal 21.
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kelengkapan lainnya dari para pihak. Bila jual beli tersebut
menggunakan kuasa menjual yang dibuat dalam bentuk di bawah
tangan, serta belum diberi tanggal serta belum ditandatangani, maka
surat kuasa itu kemudian dilegalisasi oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah bersangkutan selaku notaris dan aslinya dilekatkan pada akta
jual beli bersangkutan.

Pengertian legalisasi adalah pengesahan surat yang dibuat di
bawah tangan di mana semua pihak yang membuat surat tersebut
datang di hadapan notaris dan selanjutnya notaris membacakan dan
menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi
tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru
dilegalisasi oleh notaris.®

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku notaris kemudian
membubuhkantanggal dan keterangan di bagian bawah surat tersebut
yang berbunyi : “Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, .......... ,
Notaris di ....... menerangkan bahwa isi surat ini telah saya bacakan
dan terangkan kepada .....,yang saya, Notaris kenal / diperkenalkan
kepada saya, Notaris dan sesudah itu maka ...... tersebut
membubuhkan tanda tangan di atas surat ini di hadapan saya,
Notaris.®' "Perbedaan surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang dengan surat di bawah tangan yang tidak

dilegalisasi adalah bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisasi

8OM. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 597.
' Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Rineka Cipta, t.t.), 228.
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mempunyai tanggal yang pasti, tanda tangan yang dibubuhkan di
bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang
namanya tercantum dalam surat itu. Maka pihak yang
menandatanganinya tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak
mengetahui apa isi surat itu, oleh karena isinya telah terlebih dahulu
dibacakan kepadanya sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di
hadapan pejabat umum tersebut.*

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan
pengecekan sertipikat ke Kantor Pertanahan setempat untuk
memastikan bahwa sertipikat tersebut bebas dari sitaan, tidak sedang
dalam sengketa dan tidak sedang menjadi tanggungan atas suatu
utang.

Bila setelah dilakukan pengecekan ternyata sertipikat tersebut
“bersih”, selanjutnya dilakukan pembuatan akta jual beli. Pembuatan
akta tersebut dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan
hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai
saksi dalam perbuatan hukum itu. Sebelum membuat Akta Jual Beli
maka Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memastikan bahwa pihak
penjual sudah membayar pajak yang dibebankan kepada penjual
termasuk Pajak Bumi dan Bangtunan tahun berjalan dan pembeli

sudah membayar pajak yang dibebankan kepada pembeli sesuai

2 M.U. Sembiring, Teknik Pembuatan Akta, (Sumatra Utara : Program Pendidikan Spesialis
Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 1997), 129-130.
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dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
menjelaskan bahwa ‘Pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang
melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk
bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”.*

Dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka
akta dibuat dengan mengisi blangko akta yang tersedia secara
lengkap dan pengisian blangko akta jual beli tersebut sesuai dengan
keadaan, status dan data yang benar serta didukung oleh dokumen-
dokumen yang sepengetahuan Pejabat Pembuat AktaTanah adalah
benar. Akta jual beli terdiri dari dua lembar akta asli, lembar pertama
disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan lembar kedua
diserahkan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran
peralihan hak tersebut.**

Secara keseluruhan akta jual beli memuat keterangan
mengenai :

1. Para pihak yaitu Penjual, Pembeli dan saksi-saksi.

2. Keterangan bahwa mereka telah melakukan jual beli.

3. Keterangan mengenai obyek jual beli yaitu status tanah, luasnya,
letaknya,batas-batasnya beserta turutan yang mengikuti tanah

tersebut.

% Indonesia , Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Pasal 38 Ayat (1).

%4 Caroline Gunawan, Peranan PPAT dalam Perjanjian JualBeli Tanah Hak Milik, Tesis pada
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, 81.
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4. Harga jual beli dan keterangan tentang penerimaan uangnya oleh
pihak Penjual.

5. Syarat-syarat mengenai jual beli yang dituangkan dalam pasal-
pasal dalam akta jual beli tersebut.®’

Setelah akta jual beli diisi dan selesai dibuat oleh Pejabat
Pembuat AktaTanah maka selanjutnya dengan dihadiri oleh Penjual,
Pembeli dan 2 (dua) orang saksi, Pejabat Pembuat Akta Tanah
membacakan isi akta kepada para pihak serta saksi-saksi dan
memberi penjelasan mengenai isi dan maksud dari pembuatan
aktajual beli serta prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan.
Pada saat akta dibacakan, para pihak dapat mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dimengerti.®®

Setelah akta selesai dibacakan dan dijelaskan serta tidak ada
pihak yang berkeberatan terhadap isi akta tersebut, maka dengan
dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Penjual dan Pembeli menandatangani akta jual beli dan
dengan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah harga tanah
dapat dilunasi sesuai dengan harga yang tersebut dalam akta jual beli.
Apabila harga tanah telah dibayar terlebih dahulu sebelumnya, maka
para pihak harus memperlihatkan kwitansi pembayaran tersebut

kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.®’

% 1bid.
% 1bid., 82.
 Ibid,
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Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

(1) Selambat-lambatnya 7 (tuyjuh) hari kerja sejak tanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai
telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada para pihak yang bersangkutan.®

Setelah beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli
ialah ketika dilakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) untuk di buatkan Akta Jual Beli.

Prosedur Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah untuk
tanah yang sudah besertifikatdengan syarat :

Dari pihak penjual:

1) Sertifikat asli hak atas tanah yang akan dijual

2) Bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4) Surat pernyataan persetujuan menjual istri atau suami bagi yang
telah berkeluarga

5) Kartu Keluarga (KK).
Dari pihak pembeli:

1) Bukti identitas beruapa KTP

2) Kartu Keluarga (KK);

% Indonesia , Peraturan Pemerintah T entang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Pasal 40 Ayat (1).
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Uang tunai untuk pembayaran di hadapan PPAT atau bentuk
pembayaran lain yang telah disepakati penjual dan pembeli,
seperti cek dan bilyet giro.

Prosedur Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah untuk

tanah yang sudah besertifikatdengan syarat :

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

Surat permohonan konversi.

Foto copy KTP penjual dan pembeli.

Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Surat pernyataan persetujuan menjual dari istri atau suami bagi
yang telah berkeluarga;

Surat pernyataan calon penerima hak (pembeli).

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari KPT.

Surat tanda bukti hak atas tanah dari kepala desa.

Surat tanda bukti biaya pendaftaran.®®

Penjelasan jual beli dalam hukum Islam dan hukum positif di atas,

sudah memaparkan beberapa pengertin syarat dalam jual beli, maka

darai itu apabila dalam kaeanyataanya tidak sesuai dengan pejelasan

d atas, sudah pati terjadinya sengketa tanaa atau jual beli tanah yang

bersengketa, dalam hal ini juga hukum Islam dan hukum positif

memberikan jalan keluar dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

%Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011), 81-82.
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C. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

1. Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Islam’

a. As Sulh (Perdamaian)

Secara bahasa, ‘Su/h” berarti meredam pertikaian,
sedangkan menurut istilah “su/h” berarti suatu jenis akad atau
perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua

pihak yang bersengketa secara damai’' Salah satu alternatif
penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya
mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif
menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Karena
prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan
biaya dapat ditekan, misalnya melalui jasa seorang
pengacara sebagai mediator.

Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, ‘arbitrase” dapat dipadankan
dengan istilah “?ahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata
“hakkama’. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan
seseorang sebagai pencegah suatu sengketa '>. Secara umum,
tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang

dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih

7 Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan

Agama ™, t.t.

" AW Munawir, Kamus Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir, Yogyakarta, 1984, hal.843
72 Liwis Ma’luf, A/ Munjid al Lughoh wa al-A’lam, Daar al Masyrig, Bairut,tt,hal. 146.
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sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna
menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang
menyelesaikan disebut dengan “Hakam” Untuk menyelesaikan
perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga
dalam bidang ekonomi syari“ah. Pendapat ini adalah sejalan
dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum7 bahwa wilayah
tahkim itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak
termasuk dalam bidang hudud dan qisas. Di Indonesia
sebagaimana tersebut dalam pasal 66 huruf b Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-
sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase
adalah sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-
undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup
ekonomi yang mencakup perniagaan, perbankan, keuangan,
penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual dan
sejenisnya termasuk yang bisa dilaksanakan arbitrase dalam
menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanannya.

Melaui Tahkim (Arbitrase) dalam hal ini melalui
BASYARNAS) adapun dasar hukum pembentukan lembaga
BASYARNAS sebagai berikut : 1). Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No, 30 Tahun 1999

adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum,
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sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para

pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai

sengketa tertentu. Badan  Arbitrase = Syariah  Nasional

(BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagimana dimaksud

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Wilayat a/ Qada’ (Kekuasaan Kehakiman)

1) Al hisbah
Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang
untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan
yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan
untuk menyelesaikannya.

2) Al madhalim
Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-
orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar
negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan
oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.

3) al Qada’ (Peradilan)
Menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau
menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara”
pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya
secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki
oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu

yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah
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(masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga),
dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).”
Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Positif

Dari laporan hasil Reformasi Kebijakan Pertanahan di Indonesia
tahun 2001 dan hasil Diskusi Pertanahan tahun 2002, telah
memberikan suatu gambaran kepada semua pihak bahwa masalah
konflik dan sengketa tanah adalah masalah yang utama dan sangat
penting serta tidak dapat ditunda-tunda lagi untuk segera ditangani
oleh pemerintah.”

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 5 ayat 1 mengenai TAP MPR
No. IX /MPR/2001 khususnya mengenai arahan kebijakan
pembaharuan agraria sebagai suatu amanat dari seluruh rakyat
Indonesia yang berbunyi:“Menyelesaikan konflik-konflik  yang
berkenaan dengan sumber daya Agraria yang timbul selama ini
sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang
guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan
atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 4 ketetapan ini”."

Oleh karena itu pemerintah menyediakan Lembga untuk mencari

keadilan seandainya dari pemberian hak tadi ada pihakpihak yang

merasa dirugikan. Lembaga-lembaga tersebut adalah Badan

3 Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan

Agama * t.t.

7M. Faisyal Arianto, “Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional”
dalam http://faisyalarianto.blogspot.com/2010/01/penyelesaian-perkara-menurut-hukum.html.
2 Desember 2014.

5 Ibid,


http://faisyalarianto.blogspot.com/2010/01/penyelesaian-perkara-menurut-hukum.html
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Pertanahan Nasional, Lembaga Peradilan, Alternative Dispute

Resolution (ADR) atau Mediasi, Rekonsiliasi, dan ain-lain’®.
Penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan Badan

Pertanahan Nasional diawali dengan kegiatan inventarisasi yaitu

pengumpulan data permasalahan. Pengumpulan data permasalahan

pertanahan antara lain: jumlah, jenis, pokok masalah, penanganan,
kebijakan solusi dan lain-alain. Hal ini merupakan bagian dari tugas

Badan Pertanahan Nasional, yaitu menerima aduan atau laporan dari

masyarakat, dan tercantum dalam Pasal 21 PP. No.10 tahu 2006

tentang BPN dan penyelesaian Sengketa.”’

Menurut Arie S. Hutagalung, pada prinsipnya secara garis besar,
seperti halnya sengketa secara umum, maka sengketa tanah dapat
diselesaikan melalui 3 (tiga cara) yaitu’® :

1) Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah.
Dasar dari musyawarah untuk mufakat ini tersirat dalam Pancasila
sebagai dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia dan juga tersirat
dalam UUD 1945.

2) Mediasi pada intinya adalah “a process of negotiations facilitated
by a third person who assist disputens to pursue a mutually

agreeable settlement of their conlict.” Sebagai suatu cara

’® Iswantoro, Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektit Hukum
Positif; Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

"7 Ibid,

% Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga
Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), Jakarta, 2005.
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penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri
yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas,
dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peras serta para
pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik
kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar
yang disepakati.

Aria S. Hutagalung (2005) menegaskan mediasi
memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan
upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut
kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan
demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win
solution. Upaya untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh
beberapa faktor di antaranya proses pendekatan yang obyektif
terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak
dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan
bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan
yang menjadi sumber konflik.

Melalui mekanisme Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(Alternative Dispute Resolution); dengan telah diundangkannya
UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, maka terdapat suatu kepastian hukum untuk
mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata di luar

peradilan umum.
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4) Penyelesaian melalui Badan Peradilan berdasarkan UU No.
14/1970 jo UU No. 35/1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman; umumnya penyelesaian ini diajukan ke peradilan
umum yang diatur dalam UU No0.2/1986 tentang Peradilan Umum
atau apabila yang disengketakan adalah produk tata usaha negara
atau yang digugat pejabat Tata Usaha Negara melalui Peradilan
Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No. 5/1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, atau apabila menyangkut tanah
wakaf diajukan ke Pengadilan Agama'®.

Dalam praktik hukum di Indonesia, pada umumnya semua sengketa
pertanahan dapat diajukan ke pengadilan baik dalam lingkup peradilan
umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun harus diakui,
penggunaan lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu sengketa
pertanahan kerapkali menyisakan banyak kekurangan/kelemahan,
yang mana secara umum kekurangan/kelemahan ini apabila ditinjau
dari aspek ekonomi merupakan salah satu komponen yang

mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi

" Ibid,





